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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Adapun kesimpulan mengenai tinjauan kriminologi tindak pidana 

pemasungan penderita gangguan jiwa berdasarkan dengan undang-undang 

N0. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan ini adalah sebagai berikut : 

1. Faktor penyebab terjadinya pemasungan terhadap penderita gangguan 

jiwa oleh anggota keluarganya sendiri disebabkan karena faktor ekonomi 

yang tingkat Pendidikan, norma yang berlaku, adanya pembiaran oleh 

aparat penegak hukum dan lemahnya control dari pemerintah yang 

instansi kesehatan dan sosial. Faktor ekonomi merupakan yang paling 

berpengaruh terhadap keluarga yang melakukan pemasungan, karena 

kurangnya biaya keluarga dalam menangani penderita gangguan jiwa 

yang berkaitan dengan pelayanan medis. Faktor Pendidikan merupakan 

salah satu penyebab penderita gangguan jiwa itu terpasung, karena 

kurangnya pengetahuan pihak keluarga tentang cara perawatan penderita 

gangguan jiwa yang tidak sesuai dengan pola dan penyembuhan penderita 

gangguan jiwa. 

2. Upaya  yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengatasi tindak pidana 

pemasungan pemerintah dalam mengatasi tindak pidana pemasungan 
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memiliki adil dalam mengontrol perilaku masyarakat melalui segala macam 

kebijakan yang dimiliki oleh masing-masing instansi. Upaya yang dilakukan 

pemerintah bertujuan memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan 

kesehatan jiwa bagi orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan 

gangguan jiwa dan upaya dilingkungan keluarga sebagaimana 

dilaksanakan dalam bentuk pola komunikasi dalam keluarga yang 

mendukung pertumbuhan dan perkembang jiwa yang sehat. Penderita 

gangguan jiwa berhak mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai 

dengan standar pelayanan kesehatan jiwa. Pencegahan tergantung pada 

pribadi manusia itu sendiri dan starategi pencegahan harus didasarkan 

pada usaha membangkitkan atau menaikan semangat atau jiwa manusia 

dan usaha memperkuat kembali kayakinan akan kemampuan untuk 

berbuat baik. 

 

B. SARAN 

Selain kesimpulan yang telah disampaikan terlebih dahulu diatas, penulis 

mempunyai beberapa saran yang ingin disampaikan mengenai kasus 

pemasungan terhadap penderita gangguan jiwa. Saran-saran tersebut 

diantarannya : 
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1. Pihak pemerintah harus lebih optimal dalam menganani kasus 

pemasungan terhadap penderita gangguan jiwa ini. Pemerintah harus 

mempercepat bangunan agar masyarakat tidak kesulitan dalam 

mendapatkan mendapatkan pelayanan baik itu pelayanan kesehatan, 

Pendidikan, dan sosial. Contohnya dengan mengadakan penyuluhan 

hukum, penyuluhan sosial dan penyuluhan keagamaan oleh tokoh agama 

secara menyeluruh di daerah terpencil yang berpotensi terjadinya tindakan 

pemasungan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus diperkuat agar 

pencegahan terkait tindak pemasungan dimanimalisir. 

2. Orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa 

seharusnya tidak dipasung karena orang dengan masalah kejiwaan dan 

orang dengan gangguan jiwa berhak mendapatkan pelayanan kesehatan 

jiwa di fasilitasi pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau serta 

mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai dengan standar pelayanan 

kesehatan jiwa. 
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